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1.1. Latar Belakang Masalah

Dengan ditetapkan Undang-undang No0.34/2000 tentang perubahan atas
undang-undang No0.18/1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai
salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan
bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang
berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari pajak daerah
perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan
penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat terwujud. Pemerintah daerah
memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan terhadap pajak-pajak
tertentu, melakukan usaha-usaha tertentu untuk mendapatkan sejumlah uang agar
dapat membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, membuat
peraturan-peraturan daerah yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan
pemerintahan daerah dan berhak untuk memperoleh sejumlah dana yang berupa
transfer dari pemerintah pusat. Semakin tinggi kekuatan pengenaan pajak, maka
semakin tinggi proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap total anggaran.

Disamping itu daerah tersebut menjadi lebih otonom.

Pemungutan pajak merupakan alternatif yang paling potensial dalam
meningkatkan pendapatan negara. Hal ini dikarenakan pajak memiliki jumlah
yang relatif stabil. Selain itu pajak daerah merupakan cerminan partisipasi aktif
masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Jenis
pemungutan Pajak Daerah ( PAD ) terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak
hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak BPHTB, pajak
PBB, pajak air dan tanah. Agar dapat terlaksana secara efektif, pemahaman
tentang pajak dan pihak terkait dengan pemungutan pajak harus sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-undang dan Peraturan Daerah yang

mengatur tentang pajak daerah. Hal ini tentu memerlukan sosialisasi kepada



masyarakat umum sehingga mereka mau dan sadar untuk membayarnya, tetapi
disisi lain masyarakat juga menghendaki adanya kepastian bahwa pemungutan

dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari berbagai komponen pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah, yang
menarik diteliti oleh penulis adalah pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak hotel
karena menurut peneliti pajak tersebut merupakan pajak yang akan terus
berkembang mengikuti perkembangan kemajuan daerah. Kota Malang sendiri
terus berkembang mengikuti perubahan jaman, dengan banyak hal yang mulai
berubah dari Kota Malang. Salah satunya dari sektor pariwisata yang berdampak
pada peningkatan jumlah wisatawan yang akan datang ke Kota Malang, sehingga
hal ini secara tidak langsung menyebabkan persaingan diantara perusahaan
dibidang hiburan yang dapat mengakibatkan meningkatnya jumlah dan jenis
hiburan di Kota Malang, hal ini merupakan suatu potensi daerah yang dapat
dijadikan salah satu sumber PAD dari sektor pengenaan Pajak Hiburan. Terkait
peningkatan jumlah wisatawan yang datang juga berdampak pada penerimaan
Kota Malang dari jasa penginapan dan jasa rumah makan juga mengalami
peningkatan, adapun keterikatan antara sektor pariwisata dan sektor perpajakan
yakni bahwa didalam sektor pariwisata terdapat penunjang sarana wisata seperti
hotel dan restoran dimana setiap penggunaannya dapat dikenakanan pajak,
terlebih dengan adanya hotel dan restoran yang baru berdiri di Kota Malang yang
tentunya akan menambah tingkat pendapatan Kota Malang dari sektor Pajak

Restoran, dan Pajak Hotel.



Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pada Kota
Malang Tahun 2015- 2018 (Dalam Rupiah)

TAHUN
JENIS PAIAK 2015 2016 7 2018
TARGET REALISAS] TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISAS]
HOTEL 113109435127 | 3181850822843 | 2768057020000) 3785763784426 | 371B057030000| 4311997482605 4400000000000| 46883.064.03630
RESTORAN 1847653458404 | 3907132018421 | 3497653450000| 4749821327939 | 4497653450000 | 55.19161204044| 5920000000000| 6471485745418
HIBURAN 494300446524 | 603121379254 534300000000| 661002325165 | 6.29300000000| 781682411833 | 830000000000 | 1103106830320
REKLAME 1867652171339 | 1955704302031 | 1867651280000| 21101587.21715| 1B.17652270000| 19.09421230338| 1640000000000| 1721298915731
PAJAK PENERANGAN JALAY 4060210156182 | 45805478.13118 | 4460210650000| 47568.008%6581| 4B102.10650000| 5421352758024 | 5800000000000 3835337603442
PARKIR 150139840760 | 366196581890 330189800000| 4A887815.13000| 450199800000 528026178300 530000000000| 570145356100
AIRTANAH 74847356430 777.523.080 34 600.000.000,00 808.743.186,19 600.000.000,00 807.463.68149 400.000.000,00 909.864.189,33
BPHTE 10005000000075 | 111466.125.751,23 | 108.550000.00000 | 144891.155.13710| 135.800.000.000,00| 170.091879.687,33 | 170.500.00000000 | 171.779.73766400
il 5386926794029 | 5B61155268500| 56.863.26800000) 62416413.40800| 56.869.268.00000| 5931419336300 57000.00000000] 5754010762000
JUMLAH 272.000000.000,00 | 316.811.730.702,76 | 301.000.000.000,00 | 374.64167341363 | 352.300.000000,00 | 414.340.959495,28 | 420,000.000.000,00 | 434.345.62008744
SELISIH fp 272.000.000000 | Rp 301.000.000.000 | Rp 352.500.000000 | Rp 420000.000000

Sumber Penelitian : Dinas Pendapatan Kota Malang

Dari data di atas maka penulis ingin mengetahui seberapa besar pengaruh

pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah,

sehingga penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul.

“Pengaruh pajak daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah

pada dinas pendapatan kota malang.”’

1.2

Rumusan Masalah

1. Apakah pemungutan pajak Restoran berpengaruh terhadap peningkatan
pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2015-2018 ?
2. Apakah pemungutan pajak Hotel berpengaruh terhadap peningkatan
pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2015-2018 ?
3. Apakah pemungutan pajak Hiburan berpengaruh terhadap peningkatan
pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2015-2018?




1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak restoran terhadap peningkatan
pendapatan asli daerah kota Malang.

2. Untuk mengetahui pengaruh pajak Hotel terhadap peningkatan
pendapatan asli daerah kota Malang.

3. Untuk mengetahui pengaruh pajak Hiburan terhadap peningkatan
pendapatan asli daerah kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Melalui penelitian ini diharapkan nantinya dapat menghasilkan sesuatu
yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti

tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:
1. . Bagi Peneliti

Diharapkan penulis dapat memperoleh pemahaman yang lebih
mendalam mengenai konsep dan pengaruh antara Pajak hotel, pajak

restoran dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. . Bagi Akademik

a. Secara akademik untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai
gelar sarjana (S1).

b. Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang bidang-
bidang ilmu yang terkait, seperti Perpajakan Indonesia, Metodologi
Penelitian yang saling berhubungan. khususnya tentang pemungutan
pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan pada Dinas Pendapatan
dan Pengelolaan Keuangan. Serta untuk membandingkan antara teori

yang ada dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.



3. Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi bagi
peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan pemungutan pajak hotel,

pajak restoran dan pajak hiburan Kota Malang.
4. Dinas Pendapatan Asli Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan, pemikiran
dan masukan bagi dinas pendapatan asli daerah kota Malang dalam upaya
meningkatkan pemasukan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan
secara efektif dalam merumuskan kebijakan untuk mengoptimalkan

pendapatan daerah..



